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Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebencanaan kritis dengan metodologi etnografi untuk menganalisis proses pembingkaian 
peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dikonstruksi sebagai bencana alam beserta kaitannya dengan diskusi neoliberalisme dan biopolitik. 
Pendekatan ini menekankan agar pengkajian bencana tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja namun juga didalamnya mencakup sosial, politik, 
ekonomi, politik, dan budaya termasuk didalamnya adalah urusan tata kelola. Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki cara 
tersendiri dalam menavigasi lanskap hutan rawa gambut untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi dan mata pencaharian selama ratusan tahun 
dengan bantuan penggunaan api. Namun sejak tiga episode kebakaran tahun 1997, 2015, dan 2019, mereka kini menjadi sasaran konfigurasi 
ulang oleh kekuasaan. Kekuasaan menciptakan kondisi ‘kerentanan’ lewat gagasan bencana alam sebagai pemicu dari terlaksananya beragam 
kepentingan ekonomi politik lewat narasi-narasi baru mengenai hutan rawa gambut. Penciptaan itu dapat dilihat dari proses degradasi lanskap 
hutan rawa gambut sehingga berakhir pada terjadinya bencana kebakaran dan  hilangnya akses pemanfaatan hutan secara bebas. 

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan; konstruksi gagasan bencana; tata kelola kebakaran hutan dan lahan; transformasi lahan gambut

Abstract This study utilizes critical disaster studies approach with ethnographic methodology to analyse the framing process of forest fires that 
constructed as natural disasters and its dialectic to the discourse of biopolitics and neoliberalism. This approach emphasizes that disaster studies 
inquiries should not be confined to the physical aspects, it should expand them to the social, political, economic, and cultural aspects, including 
governmental process. Dayak Ngaju indigenous community in Central Kalimantan has its own way of navigating the peat swamp forest landscape to 
meet their subsistence and livelihood needs for hundreds of years along with fire assistance. However, since the three episodes of disastrous fires in 1997, 
2015, and 2019, the indigenous Dayak Ngaju community have become the target of state reconfiguration that led them to a state of vulnerability. The 
idea of natural disasters became a trigger for the implementation of various economic and political interests through the creation of new narratives 
regarding peat swamp forests. This creation can be seen in the process of peat swamp forest landscape degradation, which potentially leads to forest 
fires and the loss of free access to forest use.
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PENDAHULUAN 
Hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah  telah 

mengalami degradasi secara berangsur-angsur akibat dari 
adanya kepentingan usaha ekstraktif padahal jenis hutan 
rawa gambut hanya menguasai 3 persen dataran bumi (Vitt 
& Short dalam Jaya et al., 2022).  Usaha ekstraktif seperti 
penebangan hayu dan perkebunan sawit menyebabkan tanah 
gambut mengering akibat dari pembuatan parit-parit (kanal) 
yang digunakan untuk jalur transportasi dari dan menuju 
hutan. Sementara itu, jenis lahan gambut tropika yang ada di 
Kalimantan Tengah memiliki sifat kering tak balik (irreversible 
drought) menyebabkan lahan tersebut menjadi tidak bisa 
basah kembali (hidrofobik) (Noor, Masganti, & Agus, 2016). 
Gambut-gambut kering ini kemudian membuat bobot isinya 
menjadi ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, 
strukturnya lepas-lepas seperti lembaran serasah, mudah 
terbakar, dan sulit ditanami kembali (Najiyati et al., 2005).  
Ditambah lagi dengan adanya fenomena anomali iklim El 

Nino, kebakaran hutan dan lahan menjadi tidak terelakkan 
seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 (Sudibyakto, 
2003). 

Penelusuran negara terhadap penyebab kebakaran 
menempatkan praktik tebas-bakar yang dilakukan oleh 
masyarakat Dayak Ngaju dalam aktivitas ladang berpindah 
mereka sebagai penyebab utama kebakaran hutan fan lahan 
di tahun 1982-1983,1987, 1994, bahkan hingga tahun 2015 
(Ansori, 2021: 184; Page et al., 2009: 270) sehingga penegakkan 
hukum mengenai kebakaran hutan seringkali berujung pada 
kriminalisasi para peladang (Eilenberg, 2022). Padahal secara 
ekologis, praktik tersebut merupakan cara yang relatif aman 
karena pada saat itu gambut masih dalam keadaan basah 
(menyimpan cadangan air di bawah permukaan tanah/
waterlogged) sepanjang tahun sebelum akhirnya terkoyak 
oleh deforestasi dan kanalisasi besar-besaran untuk proyek 
pembangunan negara serta industri perkebunan (Page 
et al., 2009: 269-270). Pelarangan penggunaan api untuk 
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Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 
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satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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pembersihan vegetasi tanaman liar— yang biasanya dilakukan 
untuk membuka lahan pertanian dan memudahkan pencarian 
ikan tangkapan, mengarahkan masyarakat Dayak Ngaju 
kepada kondisi kerentanan ekonomi . Para nelayan tangkap 
dan peladang harus mengupah tenaga kerja tambahan 
untuk membersihkan vegetasi tanaman liar sehingga akan 
menambah pengeluaran keuangan mereka (Sakuntaladewi et 
al., 2024: 14). 

Dampak kebakaran hutan tahun 1997 yang melintasi 
batas negara mendorong diterbitkannya suatu kebijakan 
transnasional di tingkat Asia Tenggara bernama “ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Polution” pada tahun 
2002 (Mayer, 2006). Sejak diratifikasinya perjanjian di tingkat 
Asia Tenggara dan nasional, Indonesia memanfaatkan 
kebijakan otonomi daerah sehingga urusan penanganan dan 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan diserahkan pada 
Dinas Kehutanan pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten 
berikut  dengan urusan perizinan pembukaan konsesi industri 
kayu dan perkebunan sawit. Hal ini juga merupakan bagian 
dari pelaksanaan mandat reformasi sekaligus dorongan dari 
Bank Dunia untuk melakukan distribusi kekuasaan dalam 
pengelolaan hutan (Mayer, 2006: 213). Selain itu, Indonesia 
– sebagai penghasil emisi karbon terbesar akibat dari 
kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 juga dibebankan 
dengan kewajiban untuk melaksanakan peningkatan 
kapasitas institusional dalam pencegahan kebakaran  
(Mayer, 2006: 205). Melalui dasar hukum berupa Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P. 12/Menhut-II/2009 Tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan, masyarakat yang terdampak 
oleh kebakaran hutan dan lahan yang salah satunya adalah 
masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, kemudian 
diajak untuk berpartisipasi dalam upaya ini. Peraturan 
ini menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi bernama 
“Masyarakat Peduli Api”. Upaya pelibatan masyarakat dalam 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini juga seringkali 

bersinggungan dengan kepentingan dari proyek-proyek 
konservasi lingkungan hutan oleh organisasi non pemerintah 
berskala global maupun nasional dan implementasi kebijakan 
perhutanan sosial (Sagala et al., 2015). Meskipun demikian, 
upaya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan yang 
partisipatif ini masih menyisakan  banyak hal yang perlu 
dikritisi. Sebagaimana disampaikan oleh Ansori (2019), upaya 
pencegahan dan mitigasi ini seringkali melibatkan praktik 
koersif dalam implementasinya.  Dalam kasus di tempat yang 
berbeda, penelitian Purnomo et al. (2021)  di Kabupaten 
Bengkalis menunjukkan bahwa praktik koersif ini ditunjukkan 
dengan pelibatan tentara sehingga bagi sebagian masyarakat, 
hal itu menjadi sebuah bentuk ancaman dibandingkan 
pertolongan (Purnomo et al. 2021: 742). 

Penelitian ini akan menggunakan perspektif studi 
kebencanaan kritis yang memiliki gagasan utama bahwa 
suatu kerusakaan akibat bencana alam disebabkan oleh 
ketidaksetaraan dalam distribusi resiko kebencanaan alih-
alih menyalahkan fitur geofisik sebagai penyebab utama 
(Oliver-smith, 2022: 29). Dalam konteks kebakaran hutan, 
tuduhan terhadap praktik tebas-bakar sebagai satu-satunya 
penyebab  adalah keliru karena telah mengabaikan konteks 
lebih luas seperti buruknya tata kelola (governance) dan 
kepentingan kapitalisme (Tacconi & Vayda, 2006). Pada 
dasarnya, studi kebencanaan kritis memiliki tiga prinsip 
utama mengenai bencana. Pertama, bencana sebagai karangan 
yang bisa ditafsirkan (interpretive fictions), bersifat politis, 
dan berlangsung dari waktu ke waktu (Horowitz & Remes, 
2021: 2). Prinsip ketiga yaitu bencana sebagai peristiwa 
yang berlangsung dari waktu ke waktu merupakan suatu 
bentuk krtitik terhadap kajian kebencanaan arus utama yang 
cenderung memerlakukan suatu fenonema bencana sebagai 
kejadian khusus (separate events) dan akan memudar seiring 
dengan berjalannya waktu karena telah kembali ke masa 
‘normal’. Padahal di sisi lain, ‘kehancuran’ akibat bencana 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian dan sebaran titik api tahun 2015, 2019, dan 2023 
(Sumber: Tim Peneliti, 2023)

Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung  

Lili Somantri 1*)  

1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 
*Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu  

Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 

Keywords: mapping; mobility; suburb 

PENDAHULUAN 
Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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STUDI KEBENCANAAN KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI Hanina Naura Fadhila
melibatkan proses perubahan lingkungan secara global yang 
panjang (Knowles & Loeb, 2021: 13) sehingga penelitian ini 
juga tidak boleh melupakan konteks ekologis dari lokasi yang 
diteliti yaitu degradasi hutan rawa gambut di Kalimantan 
Tengah. 

Melalui pendekatan studi kebencanaan kritis, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis proses produksi gagasan 
kebakaran hutan dan lahan sebagai ‘bencana’  sembari 
memeriksa berbagai konteks yang memengaruhinya (Oliver-
smith, 2022: 32-36). Telaah terhadap konteks tersebut dapat 
dilihat melalui praktik pembangunan (pendirian taman 
nasional, program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan), 
bisnis (proyek restorasi ekosistem, industri perkebunan sawit), 
birokrasi (penggunaan dana desa, pelaksanaan kebijakan 
terkait kebakaran hutan dan lahan), dan mata pencaharian 
dalam latar kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju.  
Selain itu, penelitian dengan pendekatan studi kebencanaan 
kritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi 
geografi kritis  yang selama ini dianggap terlalu terbelenggu 
kedalam orientasi teknokratis, berada dalam cengkraman 
status quo kekuasaan, atau malah terbawa mengikuti arus 
pasar kapitalisme (Mahaswa et al., 2025). 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metodologi etnografi, 

secara singkat dapat didefinisikan sebagai metodologi 
yang melibatkan proses hidup bersama dengan para subjek 
penelitian untuk mendalami kompleksitas dari beragam 
aspek kehidupan sehari-hari (Hammersley & Atkinson, 2019).  
Metodologi etnografi mulai digunakan dalam diskursus 
geografi politik setelah adanya dorongan dari para ahli geografi 
feminis sejak dekade 2000-an karena metodologi ini mengajak 
seorang peneliti untuk bersikap kritis dalam setiap kejadian 
empiris yang terjadi di lapangan (Ghoddousi & Page, 2020). 
Etnografi menawarkan cara pengungkapan sisi keruangan 
yang tidak tampak (the absence)—merujuk pada konteks yang 
melatarbelakangi terjadinya  fenomena tertentu dalam suatu 
ruang (space), dan sisi tampak (the presence)— merujuk pada 
kondisi topografi, objek, dan praktik yang terjadi pada ruang 
tertentu (Scholl, Sebastian & Redepenning, 2018).  

Metodologi etnografi dilakukan dengan teknik 
pengambilan data berupa observasi partisipasi dan 
wawancara informal. Observasi partisipasi merupakan 
teknik pengamatan yang menggabungkan keterlibatan dalam 
proses keseharian kehidupan seseorang sembari memelihara 
jarak secara profesional (Fetterman, 2009: 37). Selain itu, 
untuk mewujudkan adanya penelusuran yang menyeluruh,  
pengambilan data tidak hanya dilakukan melalui observasi 
partisipasi dan wawancara informal saja namun dibarengi 
dengan telaah dokumen hukum dan dokumen resmi 
pemerintah  seperti yang ditawarkan oleh Kottak (1999) 
melalui gagasan “linkages methodology”. 

Pengambilan data dalam penelitian ini telah dilakukan 
dalam kurun waktu tiga bulan tepatnya pada akhir bulan 
Agustus-November 2023 di tiga desa yang ada di Kecamatan 
Mendawai yaitu Desa Mendawai, Perigi, dan Tumbang Bulan. 
Lokasi tersebut dipilih karena kecamatan tersebut merupakan 
pertemuan antara taman nasional, konsesi perusahaan 
restorasi ekosistem, dan perkebunan kelapa sawit. Data-
data primer diambil dari hasil wawancara informal bersama 
anggota Masyarakat Peduli Api di tiga desa, perangkat desa 
(kepala desa dan badan pengawas desa), nelayan tangkap, 
petani (mantan peladang), perwakilan balai taman nasional, 

perwakilan perusahaan  restorasi ekosistem, serta subjek-
subjek lain yang nanti akan berkembang sesuai dengan 
pertimbangan dan konsultasi dengan tim selama penelitian 
lapangan. Selain itu, observasi partisipasi dilakukan dalam 
berbagai kegiatan seperti saat patroli mingguan pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran, mencari 
ikan tangkapan, dan mengikuti perjalanan buruh perkebunan 
sawit. 

Penelitian ini memiliki banyak kemungkinan untuk 
bersinggungan dengan orang berikut  tindakan yang 
dikategorikan sebagai tindak pidana oleh negara sehingga 
proses pegambilan data tidak boleh membawa subjek 
penelitian maupun peneliti kedalam potensi bahaya. Oleh 
karena itu, persetujuan subjek penelitian untuk diwawancara 
maupun observasi menjadi  penting. Pemerolehan 
persetujuan didapatkan secara lisan baik itu sebelum 
maupun selama berlangsungnya proses pengambilan data. 
Persetujuan tersebut termasuk didalamnya untuk merekam 
dan mencatat. Para subjek penelitian diberikan hak untuk 
menghentikan atau mengubah persetujuan jika ia merasa 
tidak nyaman baik itu selama wawancara maupun observasi 
partisipasi.  Hal tersebut dipilih mengingat pembuatan 
lembar persetujuan tertulis pada banyak kasus malah menjadi 
bentuk  instrumen intimidatif dan menimbulkan kecurigaan 
bagi subjek penelitian terlebih ketika mereka harus dimintai 
persetujuan berupa tanda tangan  (Shefner & McKenney, 
2018: 222). Dalam taraf tertentu, permintaan persetujuan 
dengan membubuhkan tanda tangan juga dikhawatirkan 
akan membangkitkan trauma khususnya ketika berhadapan 
dengan komunitas yang pernah mendapatkan pengalaman 
buruk diawali dengan penandatanganan sebuah dokumen 
seperti perampasan tanah, penggusuran, dan lain sebagainya. 
Seluruh nama orang dan lembaga hanya akan diberikan inisial 
sebagai jaminan kerahasiaan data.

 Seluruh hasil wawancara dan observasi partisipasi akan 
didokumentasikan dalam sebuah catatan lapangan yang 
dibuat setiap hari. Catatan lapangan tersebut nantinya akan 
ditandai oleh kode-kode yang dinilai merepresentasikan data 
temuan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data 
temuan yang ditandai dengan kode ‘ekologi gambut’, ‘mata 
pencaharian’, ‘proyek karbon’, ‘penegakkan hukum’, ‘mitigasi 
bencana kebakaran’, dan  ‘kegiatan pencegahan kebakaran,’.  
Data dengan kode-kode tersebut akan disandingkan dengan 
kerangka teori maupun aturan hukum atau kebijakan terkait 
sebelum akhirnya dinarasikan menjadi artikel ilmiah yang 
padu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah tergolong 

kedalam kategori gambut tropika yang memiliki keunikan 
lapisan gambut paling atas, 0-200 cm memiliki kekayaan 
unsur hara tanaman yang penting (kalsium, magnesium, 
fosfor, sulfur, dan kalium). Unsur-unsur ini mencerminkan 
siklus dan konsentrasi yang lebih baik dari vegetasi hutan. 
Hal ini merupakan sebuah anomali karena biasanya lapisan 
subur pada gambut di wilayah bagian bumi utara (temperate 
peatlands) yang hanya terbatas pada kisaran kedalaman 10-20 
cm. Kejadian anomali ini tidak bisa terlepas dari peran serta 
kehadiran tutupan hutan yang lebat di atas permukaan dan 
akar-akar pohon di dalam permukaan gambut (Weiss et al., 
2002: 2314). Dilihat dari konteks kesejarahannya, masyarakat 
Dayak Ngaju sebagai kelompok etnis yang menempati 
wilayah Kalimantan Tengah memiliki cara tersendiri dalam 
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menavigasi pertanian mereka dengan menggunakan metode 
ladang berpindah dan menggunakan bantuan api. Proses 
pembakaran untuk membuka lahan pertanian merupakan 
cara yang relatif aman karena pada saat itu gambut masih 
dalam keadaan basah(menyimpan cadangan air di bawah 
permukaan tanah/waterlogged) sepanjang tahun (Page et al., 
2009: 269-270). Sebuah lahan gambut memiliki muka air yang 
tinggi (20-40 cm dari permukaan tanah) bahkan saat musim 
kemarau panjang permukaan air tersebut tidak akan mencapai 
80-100 cm dari permukaan tanah (Ibid). Dengan demikian, 
api bisa dipastikan tidak akan menjalar kedalam permukaan 
lahan gambut. Pada dasarnya ekosistem hutan rawa gambut 
memiliki kemampuan untuk menampung air tepat di dalam 
permukaan tanah (Graham et al., 2016: 2) sehingga berfungsi 
pula untuk menahan banjir. Ia bisa diibaratkan sebagai spons 
basah yang dapat berfungsi menahan banjir dan bisa menjaga 
lapisan tanah mineral di bagian paling atas dalam kondisi 
anaerobik, sehingga mencegah pembentukan asam sulfat 
masam yang sangat beracun (Ritzema & Tuong dalam Page et 
al., 2006: 146). Meskipun demikian, karakteristik alamiah dari 
lahan gambut kini telah rusak oleh proyek-proyek negara dan 
perusahaan yang mengarah pada potensi terjadinya kebakaran 
hutan dan lahan. 
a.	 Proyek Negara, Perusahaan, dan Perusakan Hutan 

Rawa Gambut
Sejak tahun 1965, tepatnya pada awal pemerintahan 

rezim Orde Baru, Presiden Suharto melalui  Departemen 
Kehutanan mulai memberikan konsesi usaha kayu (Hak 
Pengusahaan Hutan/HPH) kepada banyak perusahaan 
swasta (McCarthy, 2013: 190). Hal ini kemudian menjadi 
awal dari berkurangnya tutupan kanopi pohon yang sangat 
penting dalam menjaga ekosistem hutan rawa gambut 
Kalimantan Tengah.  Tanaman-tanaman kayu keras 
seperti meranti (Shorea), ramin (Gonystylus bancanu), 
blangiran (Shorea Blangeran), pona, dan serantang mulai 
ditebangi secara besar-besaran sehingga menyebabkan 
tutupan lahan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah 
menjadi gundul. Sejak tahun 1974, hampir seluruh 
wilayah bantaran Sungai Katingan merupakan konsesi 
penebangan kayu dari berbagai macam perusahaan 

seperti PT. Sumber Aman, Semanggang Hayu, Kalang, 
Brata, dan Kalimantan Kayu. 

Proyek Satu Juta Hektar Lahan Gambut (PLG/
Mega Rice Project ) juga berkontribusi dalam degradasi 
hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Dalam 
kurun waktu satu tahun (1996-1997) proyek tersebut 
melibatkan pembuatan kanal sepanjang 6.000 kilometer 
serta pembersihan vegetasi hutan rawa gambut dengan 
cara dibakar seluas satu juta hektar untuk pembuatan 
sawah irigasi seperti di pulau Jawa dan Bali (Goldstein, 
2016). Alih-alih mencapai ambisi swasembada pangan, 
proyek ini malah menyisakan kerusakan lingkungan. 
Impian membuat sawah sebesar 1.457.000 hektar kandas 
disebabkan oleh asamnya tanah gambut, kekurangan 
nutrisi, tergenang air di musim hujan, dan kekeringan di 
musim kemarau (Rieley et al., 2008: 241).  

Selain negara, perusahaan perkebunan seperti 
sawit dan kayu menjadikan pembakaran hutan rawa 
gambut sebagai cara efektif dan efisien untuk membuka 
lahan perkebunan baru, tanpa memerhatikan dampak 
lingkungan yang dihasilkan (Goldstein, 2020).   Pembuatan 
kanal untuk kebutuhan industri perkebunan seperti sawit 
juga turut berkontribusi dalam meningkatkan resiko 
kebakaran hutan besar. Tumbuhan kelapa sawit  akan 
tumbuh jika ketinggian air berada lebih dari 50-100 
cm dibawah permukaan tanah (Page, et al., 2009: 270) 
sehingga biasanya tanah gambut  akan dikeruk  untuk 
pembuatan kanal agar permukaan air menjadi rendah.  
Berdasarkan hasil studi lapangan pada bulan Agustus-
November 2023, lahan gambut di bantaran Sungai 
Katingan sudah menjadi perkebunan sawit milik sebuah 
perusahaan sejak tahun 2014. Perkebunan sawit tersebut 
memiliki empat kebun yang melewati dua kecamatan 
yaitu Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Kamipang. 
Sementara itu, di Kecamatan Kamipang telah berdiri 
lebih dulu kebun milik perusahaan lain yaitu PT. A sejak 
tahun 2009. Perusahaan tersebut telah menebang pohon 
seluas 5000 hektar (Larastiti, 2014: 24). Oleh karena itu, 
degradasi lahan gambut yang berangsur-angsur akibat 
dari kapitalisme negara dan korporasi meningkatkan 

Gambar 2. Kanal Di Salah Satu Kompleks Perkebunan Sawit Milik Perusahaan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
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potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi 
lingkungan sekitar (termasuk pemukiman penduduk). 
Kebakaran hutan pun menjadi hal yang tak terhindarkan 
seperti yang telah terjadi pada tahun 1997, 2015, 2019, 
dan 2023. 

b.	 Beragam Cara untuk Melarang Penggunaan Api
Kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 

1997, 2015, 2019, dan 2023 telah mengubah relasi antara 
masyarakat, hutan, dan api . Api dahulu dijadikan 
sebagai tumpuan kehidupan serta simbol kohesi sosial 
dalam kosmologi masyarakat Dayak Ngaju kini berubah 
menjadi entitas penjerat kriminal bagi siapapun yang 
berani menyalakannya di tengah hutan. Penelusuran 
kebakaran selalu menuduh aktivitas perladangan dan 
mata pencaharian lainnya yang menggunakan api 
secara tradisional sebagai penyebab utama. Tuduhan ini 
kemudian dimanfaatkan oleh para aktor berkepentingan 
untuk membentuk narasi baru tentang kebakaran hutan 
dan lahan dan menjauhkan masyarakat Dayak Ngaju 
dari api. Pembentukan narasi kebakaran hutan sebagai 
bencana alam tidak terlepas dari campur tangan negara 
dan para pemilik modal dalam mengkonfigurasi ranah 
afektif masyarakat Dayak Ngaju.  Affect (emosi, perasaan) 
dimanfaatkan untuk mengontrol tubuh manusia dalam 
ranah kehidupan sehari-hari dan bahkan terjadi dalam 
bentuk yang tidak disadari (aleatory forms) (Anderson, 
2012: 32). Konfigurasi ranah afektif  tersebut akan 
mendorong seseorang untuk menjadi sosok disiplin dan 
jinak (docile body) (Foucault, 1977). Oleh karena itu, 
affect merupakan sebuah prasyarat sebelum dimunculkan 
sebuah konsep teknologi kepengaturan populasi bernama 
biopower (Anderson, 2012: 36). Dengan demikian, 
beragam cara ditempuh untuk memenuhi kepentingan 
penertiban tubuh-tubuh dari subjek yang akan diatur 
dalam tata kelola kebakaran ini. 

Implementasi konsep affect dan biopower dalam 
konteks tata kelola kebencanaan dapat dilihat dalam 
cara kekuasaan mencoba menciptakan sebuah kondisi 
‘kerentanan’ yang kemudian akan diterjemahkan kedalam 
beragam tindakan. Kerentanan diciptakan melalui 
praktik dan mitos-mitos. Proses penciptaan kondisi 
‘kerentanan’ tersebut kedalam tiga tahapan (1) para aktor 
institusional menggunakan wacana dan pengetahuan 
dari berbagai lembaga dan bidang keahlian; (2) lembaga 
negara menciptakan kategori dan populasi sasaran untuk 
memandu tindakan mereka dan memperluas regulasi 
mereka; (3) media massa menghasilkan narasi bencana 
yang berpotensi memengaruhi interpretasi masyarakat 
terhadapnya, dengan menampilkan gambar-gambar 
terpilih tentang kehancuran dan memperbarui angka dan 
statistik bencana; dan (4) polisi, pekerja sosial, dan agen 
lainnya mengelola respons bencana (Marchezini, 2015: 
365).  

Berdasarkan hasil studi lapangan, konfigurasi ranah 
afektif untuk menciptakan sebuah kerentanan terjadi 
dalam tiga kasus: (1) pembuatan narasi baru tentang 
penyebab kebakaran hutan melalui beragam macam 
intervensi; (2) pembuatan aturan hukum baru yang akan 
menjauhkan aktivitas mata pencaharian masyarakat 
Dayak Ngaju dari penggunaan api; (3) penegakkan hukum 
yang berusaha mempidanakan para peladang dan/atau 
nelayan. Beragam organisasi non-profit tercatat telah 

melakukan beragam intervensi dalam urusan pengelolaan 
mitigasi kebakaran sejak tahun 2007. Intervensi 
tersebut diantaranya berbentuk pelatihan penanganan 
kebakaran hutan, bantuan dana kepada pemerintah desa, 
pembangunan infrastruktur mitigasi kebakaran hutan, 
dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar taman 
nasional. Jika sebelumnya intervensi tersebut dilakukan 
untuk kepentingan konservasi. Barulah sejak tahun 2014, 
intervensi tersebut  bercampur dengan kepentingan 
penjagaan bisnis restorasi ekosistem. 

Hasil dari intervensi tersebut dapat terlihat dari 
terinternalisasinya narasi baru tentang penyebab 
kebakaran hutan. Penyebab utama kebakaran hutan 
dan lahan non manusia paling sering disebut sebagai 
penyebab kebakaran hutan adalah puntung rokok 
yang dibuang sembarangan. Selain spanduk larangan 
membakar, plang peringatan yang sarat ditemui adalah 
larangan membuang puntung rokok sembarangan di 
area hutan. Internalisasi puntung rokok sebagai penyebab 
kebakaran juga dilakukan hingga pada kalangan anak-
anak. Sekolah dasar yang berada di desa-desa yang dekat 
dengan konsesi perusahaan restorasi ekosistem  akan 
diberikan buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar 
tersebut berisikan tentang edukasi  bahaya kebakaran 
diperuntukkan kepada anak-anak usia 6-12 tahun. 
Buku cerita terbitan perusahaan itu mengambil tema 
petualangan dua orang kakak beradik bernama Jenta 
dan Aga sedang berpetualang di hutan yang berada di 
bantaran Sungai Katingan bersama ayah mereka. Dalam 
buku cerita berjudul “Jaga Hutan dari Karhutla Bersama 
Jenta” itu terdapat satu bagian ketika Jenta (kakak 
perempuan) menanyakan penyebab kebakaran hutan 
kepada sang ayah. Sang ayah pun menjelaskan bahwa 
terdapat dua penyebab kebakaran yaitu oknum-oknum 
tidak bertanggung jawab dengan sengaja membakar 
lahan dan meninggalkan api atau puntung rokok yang 
masih menyala. Kedua ‘penyebab’ kebakaran hutan itu 
diceritakan pula akan terjadi di musim kemarau. Tokoh 
ayah dalam cerita tersebut kemudian mengajarkan 
kedua anaknya cara dalam mencegah kebakaran hutan 
yakni dengan tidak membuka lahan untuk berkebun 
dengan membakar dan tidak menyalakan api unggun 
saat berkemah di hutan. Dalam sebuah diskusi kelompok 
terpumpun bersama murid kelas  sekolah dasar dan 
menengah pertama dengan rentang usia 10-14 tahun 
mereka bercerita bahwa penyebab kebakaran pada hutan 
yang kini diubah menjadi kebun sawit (tempat orangtua 
mereka bekerja sebagai buruh harian lepas) adalah 
puntung rokok. 

Hasil dari internalisasi narasi tersebut kemudian 
menyebabkan interaksi antara  masyarakat Dayak Ngaju 
dengan api menjadi berbeda. Pihak perusahaan maupun 
organisasi non profit akan merekrut staf lokal yang 
mensosialisasikan aturan baru mengenai penggunaan 
api demi terwujudnya ragam proyek bisnis yang 
memekerjakan mereka. Begitu pula dengan warga lokal, 
dalam sebuah wawancara raut wajah serta perkataan 
Bu L menjadi kelu dan kaku saat menceritakan kembali 
kisah suaminya yang dimintai keterangan oleh Kepolisian 
Sektor Mendawai karena diduga menyalakan api untuk 
mencari ikan (begalau). Kekakuan serta kekeluan ini juga 
diperparah setelah adanya kejadian penangkapan salah 
satu warga di dusun lain karena ketahuan membakar 
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untuk mencari tangkapan ikan yang rupanya berada 
hampir dekat kebun sawit milik perusahaan. Aktivitas 
menangkap ikan biasanya dilakukan pada bantaran 
sungai yang biasanya akan ditumbuhi tumbuhan liar 
yaitu rasau (Pandanus helicopus). Tumbuhan liar tersebut 
dahulu akan mudah dibersihkan dengan cara dibakar 
namun  kini kegiatan itu akan dikategorikan sebagai 
tindak pidana pembakaran hutan yang seluruh sanksinya 
dapat tertulis melalui Maklumat Kepolisian Daerah 
Kalimantan Tengah Nomor Mak/3/VI/2022. Maklumat 
tersebut masih merujuk kepada aturan yang ada pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
5 Tahun 2003. Seluruh aturan hukum tersebut hanya 
mengatur sanksi pidana di tingkat individu mengingat 
ia masih merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang berpegang teguh bahwa perusahaan tidak 
dapat dipidana karena dianggap tidak memiliki mens 
rea (keinginan berbuat jahat), bukan seorang pribadi 
meskipun dapat melakukan perbuatan hukum yang 
dilakukan secara pribadi, dan tidak memiliki kesadaran 
serta tidak memiliki badan aktual (Yusyanti, 2019: 468-
469).

Pengawasan terhadap penggunaan api oleh pihak 
kepolisian pun dilakukan dengan sangat ketat. Pada 
telepon seluler para anggota kepolisian  terpasang 
aplikasi khusus yang digunakan untuk pemantauan ‘titik 
api’.  Aplikasi itu bernama “Lancang Kuning” yang dibuat 
oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes 
Polri). Pada awalnya aplikasi tersebut digunakan oleh 
personil kepolisian yang bekerja di wilayah Kepolisian 
Daerah Riau. Kinerja aplikasi tersebut  dinilai baik oleh 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sehingga 
terbitlah perintah bagi seluruh anggota kepolisian untuk  
mengunduh aplikasi tersebut terlebih tugas pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan merupakan komando 
langsung dari Mabes Polri. Tampilan muka (interface) 
pada aplikasi tersebut terbagi atas fitur-fitur seperti : 
Covid-19, tugas khusus, hotspot, lapor kebakaran, inbox, 
110, beri masukan, informasi, tugas umum, dan saldo. Ada 
pula aplikasi pengawasan yang memanfaatkan teknologi 
penginderaan jauh bernama “SiPongi” yang dibuat oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, para pengguna dapat 
memantau titik api yang terdeteksi oleh satelit di seluruh 
wilayah Indonesia. Keberadaan pengawasan dengan 
penginderaan jauh ini kemudian sempat berpuncak 
pada penangkapan salah satu nelayan tangkap yang telah 
disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan 
teknologi pengawasan melalui penginderaan jauh ini 
juga dapat dikatakan sebagai biopower (Afiff, 2021)—
teknologi yang dibuat oleh kekuasaan untuk menaklukkan 
(subjugated) sebuah populasi dan menjadikannya sebagai 
sosok yang patuh dan disiplin, karena ia turut serta dalam 
mengatur populasi dan menjadikannya sebagai justifikasi 
penilaian tentang perilaku penggunaan api yang dianggap 
melanggar aturan. 

c.	 Dibalik Aturan Larangan Membakar
Inisiatif negara, perusahaan, maupun organisasi 

non-profit untuk menghilangkan penggunaan api dalam 

kehidupan mata pencaharian ini tidak terlepas dari 
keberadaan rezim konservasi lingkungan. Komitmen 
global mengenai pengurangan emisi karbon dari efek 
rumah kaca sejak tahun 2015 semakin menguatkan 
kemunculan ceruk-ceruk inisiatif bisnis profit maupun 
non-profit untuk memasuki wilayah Kalimantan (Goh & 
Potter, 2023: 36). Lokasi penelitian yang terbentang pada 
bantaran Sungai Katingan, bagian barat dan timur telah 
terbagi menjadi beberapa konsesi dan wilayah konservasi. 
Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu 
Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di 
Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal itu kemudian 
mengarahkan pada pendirian Taman Nasional Sebangau 
yang berlokasi pada sisi timur Sungai Katingan. 
Sementara itu, pada bagian paling barat Sungai Katingan 
terjadi pertemuan antara dua konsesi. Pertama, konsesi 
restorasi ekosistem (perdagangan karbon). Kedua, 
konsesi hak guna usaha perkebunan sawit. Melalui hasil 
observasi pada bulan Agustus-November 2023, telah 
terbangun kanal-kanal kecil yang biasanya digunakan 
untuk jalur transportasi menuju perkebunan sawit. Pada 
bulan Oktober 2023, sempat terjadi peristiwa kebakaran 
pada salah satu blok di perkebunan sawit. Setidaknya 
para pemuda dari dua desa yang berada di sekitar kebun 
diajak untuk memadamkan api dengan imbalan sebesar 
Rp375.000/hari–tiga kali nominal upah harian buruh 
perkebunan sawit. Meski demikian, berdasarkan hasil 
wawancara bersama Amang B, salah satu warga desa yang 
turut serta dalam pemadaman, pihak perusahaan tidak 
bisa dituntut oleh pengadilan karena sumber api yang 
berasal dari luar area perkebunan. 

Masyarakat yang berada di dekat hutan (konsesi 
bisnis) memang diarahkan oleh negara untuk menjadi 
ujung tombak pencegahan kebakaran hutan yang tidak lain 
bertujuan demi terjaganya kepentingan bisnis di dalam 
hutan.  Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan 
mandat perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution. Mandat untuk melalukan penjagaan dan 
mitigasi kebakaran hutan tersebut diberikan melalui 
pembentukan organisasi pemadam kebakaran tingkat 
desa yaitu Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat 
peduli api memiliki tugas untuk melakukan upaya 
pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan di sekitar 
tempat tinggal mereka. Meskipun demikian, organisasi ini 
seringkali terkendala dalam urusan pendanaan sehingga 
biasanya mereka akan dikontrak oleh perusahaan yang 
nantinya akan memberikan dukungan berupa pendanaan 
dan pembinaan. Pendanaan organisasi MPA yang hanya 
berasal dari dana desa tidak cukup untuk membiayai 
seluruh operasional dikarenakan pos anggaran 
kebencanaan harus dibagi lagi kedalam berbagai macam 
peristiwa bukan hanya kebakaran hutan. Dengan 
demikian, masyarakat peduli api sangat bergantung pada 
pihak ketiga (baik itu perusahaan maupun organisasi 
non pemerintah) dalam urusan pendanaan. Keterbatasan 
anggaran dalam urusan tata kelola kebakaran hutan ini 
juga terjadi dalam aspek penegakkan hukum. Ketika 
melakukan penindakan para penegak hukum itu pula 
masih bergantung pada ketersediaan anggaran sehingga 
prioritas pengawasan mereka diarahkan pada wilayah-
wilayah konsesi milik perusahaan yang memang bisa 
mendanai pekerjaan mereka. 
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Dari pemaparan temuan data di atas, jelas terlihat 

bahwa kebakaran hutan bersinggungan erat dengan 
konteks pembangunan neoliberalisme. Dalam memahami 
temuan di atas, neoliberalisme akan ditekankan sebagai 
teknik pengaturan kekuasaan sebagai sebuah kesatuan 
global (global assemblages) yang terbentuk atas proses 
konfigurasi konteks-konteks di sekitarnya serta tidak 
terkungkung dalam batas negara-bangsa   (Collier & Ong, 
2005: 4; Ong, 2006b: 2007, 2006a: 13). Jika merefleksikan 
kembali temuan di atas, kebakaran hutan tidak semata 
mengeluarkan api namun ia juga menjadi celah-celah 
atas proyek bisnis berskala global seperti penjualan 
karbon, perluasan perkebunan sawit, serta masuknya 
rezim konservasi lingkungan melalui keberadaan taman 
nasional. Eratnya hubungan antara kebakaran dengan 
proyek-proyek neoliberal memerlihatkan tentang bentuk 
kapitalisasi bencana (disaster capitalism) (Klein, 2007). 
Kapitalisasi bencana menjadikan batas antara upaya 
mitigasi dan kegiatan pencarian keuntungan (profit) 
menjadi kabur (Adams, 2013: 8). Oleh karena itu, negara 
seringkali memanfaatkan keterlibatan pihak ketiga seperti 
organisasi non-profit dan perusahaan yang memang sejak 
sedari awal memiliki orientasi pencarian keuntungan 
agar ia bisa terintegrasi kepada pasar khususnya dalam 
melaksanakan mandat pencegahan serta mitigasi bencana 
ini lewat gagasan tentang bagian masyarakat sipil (Kamat, 
2004). 

KESIMPULAN
Gagasan fenomena kebakaran hutan sebagai bencana 

merupakan hasil konstruksi yang dibentuk dari kepentingan 
ekonomi-politik diawali oleh adanya perusakan hutan rawa 
gambut secara masif. Keberadaan kepentingan ekonomi-politik 
dapat dilihat melalui serangkaian program intervensi terhadap 
masyarakat Dayak Ngaju mengenai mitigasi serta pengelolaan 
bencana yang dilakukan oleh organisasi non-profit. Program 
intervensi tersebut bertujuan untuk membentuk narasi baru 
terhadap kebakaran hutan dan lahan sehingga mengubah pola 
interaksi masyarakat Dayak Ngaju dengan api.  Api menjadi 
hal yang perlu dihindari padahal dalam kosmologi masyarakat 
Dayak Ngaju api merupakan simbol kohesi sosial dan tumpuan 
mata pencaharian. Dengan adanya tekanan transnasional yaitu 
“ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution”, negara 
pun turut menyiapkan beragam instrumen hukum yang bisa 
menjerat pidana sewaktu-waktu agar konstruksi gagasan 
kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana bisa terlaksana 
dengan sempurna. Kebijakan terkait tata kelola kebakaran 
hutan yang direncanakan partisipatif (melibatkan masyarakat 
Dayak Ngaju) pada tataran implementasinya malah  tidak 
berpihak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan 
keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, seluruh rentetan 
narasi temuan data di atas memerlihatkan dan menguatkan 
mengenai prinsip-prinsip dari studi kebencanaan kritis yang 
meyakini bencana sebagai  karangan yang bisa ditafsirkan 
(interpretive fictions), bersifat politis, dan berlangsung dari 
waktu ke waktu. Berdasarkan data temuan yang 
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